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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan obyek penelitian 
perjanjian kerja diperusahaan PT.SIR(Sinar Indonesia Raya) di sidoarjo, dengan 
topik” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Antara PT.SIR(Sinar 
Indonesia Raya) dengan Calon Karyawan Perusahaan di Sidoarjo”. Skripsi ini 
bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan tiga rumusan masalah 
yaitu: bagaimana akad perjanjian kerja antara PT. SIR dengan calon karyawan di 
Sidoarjo,bagaimana jika terjadi wanprestasi antara PT.SIR dengan calon 
karyawan di Sidoarjo dan ,bagaimana hukum Islam terhadap akad perjanjian kerja 
antara PT. SIR dengan calon karyawan di Sidoarjo. 
Dalam penyelesaian skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 
kemudian diolah dengan cara editing, organizing, dan menganalisis dengan 
menggunakan kaidah, ijtihad ulama dan dalil yang berkaitan dengan teknik 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian di PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) ini ditemukan 
bahwasannya dalam isi kontrak tersebut menyatakan bahwa ada pemotongan gaji 
sebesar 5% sebagai tanda terimakasih karena telah dibantu untuk mendapatkan 
pekerjaan sebagai karyawan produksi pada PT. Siantar Top. Upah yang diperoleh 
karyawan  sebesar Rp. 12.000x 12 jam = Rp.144.000,00, dengan waktu kerja 
selama 6 hari kerja, jadi selama 2 minggu karyawan memperoleh upah dengan 
total sebesar Rp. 1.728.000,00. Akan tetapi pemotongan upah tidak sesuai dengan 
isi surat perjanjian yang telah disepakati yaitu 5% melainkan lebih dari 5%. 
Dalam praktek yang ada karyawan merasa ada keganjalan karena ada pemotongan 
upah ketika karyawan telat dalam pengambilan upah padahal dalam isi surat 
perjanjian diawal tidak dijelaskan. 
Jika praktik ini ditinjau dengan hukum Islam perjanjian kerja ini termasuk 
perjanjian kerja yang tidak sesuai dalam syarat sahnya Ija>rah. Karena dalam 
pemberian upah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan para karyawan 
merasa dirugikan.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pihak 
PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) lebih jujur dan terbuka dalam memenuhi hak-hak 
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A. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Sebagai 
makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil kepada orang 
lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai 
kemajuan dalam hidupnya. Islam mengatur segala bentuk kegiatan 
manusia yang berhubungan dengan  makhluk sosial lainnya yakni untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Proses memenuhi kebutuhan 
hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual 
beli, sewa-menyewa, dan lain-lain termasuk bagaimana membantu sesama. 
Sebagai satu wujud manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia saling 
membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain, maka dari itu 
Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong sebagaimana 
dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2: 
اُونَواَع َتَو ىَلَع  ِِّبْلا ىَوْق َّ تلاَو لاَو اُونَواَع َت ىَلَع  ِْثلإا  ِناَوْدُعْلاَو اوُقَّ تاَو  ََّللَا  َّنِإ  ََّللَا  ُديِدَش 
 ِباَقِعْلا 
.................Dan Tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 




                                                          
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan,(Bandung: Diponegoro, 
2011),106. 




































Bagi setiap orang bekerja merupakan suatu kewajiban untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kehidupan sepanjang masa, selama 
ia mampu membanting tulang, memeras keringat dan mengasah otak
2
. 
Untuk mencari nafkah atau rezeki banyak cara dan jalan yang dapat 
ditempuh, tentunya dengan cara yang halal dan benar, salah satunya yaitu 
dengan bekerja menyerahkan kepandaian dan tenaga, menjadi karyawan 
atau buruh kepada yang memerlukan, yang mana suatu saat tenaga itu 
diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan.      
 Hubungan suatu pekerjaan terlahir dari kebutuhan masyarakat 
yang membutuhkan suatu lapangan pekerjaan dan dari situlah 
menimbulkan suatu interaksi antar sesama manusia, dan interaksi adalah 




Saat ini akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari 
kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu 
hidup berdampingan dengan orang lain umtuk memenuhi segala 
kebutuhannya.  
Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan (atau pengencangan dan 
penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, adapun kata lain 
yaitu berhubungnya ucapan salah satu atau dari dua orang yang berakad 
                                                          
2
  Pandji Anoraga, Psikologi Kerja, cet Ke-3, (Jakarta: Rineka cipta, 2001), 26-27. 
3
  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 4,( 
Depok:Gema  Insani dan Darul Fikr, 2007), 419. 







































Perjanjian kerja sangat penting karena memiliki kekuatan hukum 
dan juga menjadi bukti tertulis apabila suatu hari nanti terjadi pelanggaran 
antara pihak pemberi kerja dengan pekerja. Adapun pengertian perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.
5
  
Sedangkan pengertian pejanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak 
yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain 
(majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.
6
 
Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara 
buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh) 
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah. Pihak kedua 
(majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan 
membayar upah sesuai perjanjian. Jika sudah terjadi suatu perjanjian maka 
secara otomatis timbul suatu ikatan, maka para pihak berhak untuk 
menjalankan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan. Dalam membuat 
perjanjian apapun bentuknya ada unsur yang harus dipenuhi yaitu salah 
satunya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. 
Perjanjian dalam Hukum Islam digolongkan kepada perjanjian 
sewa-menyewa yaitu ija>rah amal yang artinya sewa-menyewa tenaga 
                                                          
4
  Ibid, 420. 
5
  https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjanjian. Di akses pada 25 Maret 2017. 
6
  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 389. 



































manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian.
7
Ija>rah yang berupa 
perjanjian kerja, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang 
tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi 
seorang atau beberapa orang musta’jir>  tertentu.8  
Dalam istilah hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan 
disebut “ a>jir” ( a>jir ini terdiri dari  a>jir khas yaitu seseorang/ 
mustarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang 
banyak). Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan a>jir 
disebut “ musta’jir>” dimana, ija>rah merupakan transaksi terhadap jasa 
tertentu dengan disertai konpensasi.
9
 
Al-Ija>rah ( perjanjian kerja) dalam Islam harus memuat beberapa 
ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan 3 pokok 
yaitu: Pertama, bentuk/jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak 
bisa”tidak” harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal ini karena 
mempekerjakan sesuatu pekerjaan yang masih belum diketahui hukumnya 
tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. 
Kedua, kejelasan gaji/upah, Islam sangat memperhatikan tentang upah 
untuk para pekerja. Hal ini kewajiban syara’ yang harus dipenuhi oleh 
majikan atau pengusaha, oleh karenanya upah yang diberikan kepada 
pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui. Ketiga, batas waktu pekerjaan 
                                                          
7
  Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,  1994), 152. 
8
  Ahmad Azar Basyir, Hukum tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah,(Bandung: PT. Alma’arif, 
1987), 31. 
9
  Ibid.32 



































merupakan hal yang ada dalam perjanjian kerja,
10
 karena dapat 
menimbulkan hal-hal yang positif bagi kedua belah pihak seperti majikan 
akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar pada pekerjaan dan relativ 
memperhitungkan dana yang akan dikeluarkan untuk biaya pekerja 
tersebut.  
Kerap sekali perselisihan antara pengusaha dan buruh atau pekerja 
yang terjadi dalam dunia pekerjaan. PT. SIR (Sinar Indonesia Raya) adalah 
perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada 
bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan permintaan perusahaan yang 
membutuhkannya atau kerap disebut sebagai perusahaan outsourcing.
11
  
PT. Sinar Indonesia Raya ini terletak di Ruko Permata Juanda A-60 
JL.Raya Ir. Juanda, Sidoarjo. PT. Sinar Indonesia Raya adalah perusahaan 
penyedia tenaga kerja,  
PT. Sinar Indonesia Raya membuka lamaran pekerjaan setiap hari 
jum’at yang dilakukan langsung di kantor PT.Sinar Indonesia Raya, dan 
para pelamar wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh 
pihak PT.Sinar Indonesia Raya, setelah pelamar kerja menandatangani 
perjanjian kerja yang ada dalam isi kontrak tersebut menyatakan bahwa 
ada pemotongan gaji sebesar 5% sebagai tanda terimakasih karena telah 
dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan produksi pada 
PT. Siantar Top, jangka waktu kerjasama antara PT. Sinar Indonesia Raya 
dengan calon karyawan yaitu selama 6 bulan. calon karyawan juga 
                                                          
10
 Izzuddin Khatib Al-Tamimi, Nilai Kerja Dalam Islam, (Bandung: Ma’arif, 1987), 119. 
11
 https://dee-belajar.blogspot.co.idd/2014/08/pengertian-outsourcing.html?, Di akses pada 25 
Maret 2017.  



































menaruh ijazah sebagai jaminan pekerjaan. Setelah sepakat dengan 
perjanjian tersebut karyawan langsung diberikan kartu identitas dan kartu 
absen, dan karyawan akan diberitahukan kapan  akan mulai bekerja. 
Karyawan akan mengetahui berapa upah yang diperoleh setelah 
menerima upah pertama, pembayaran upah dilakukan setiap 2 minggu 
sekali pada tanggal 15 dan 28 untuk setiap bulannya. dengan datang 
langsung ke personalia PT. Sinar Indonesia Raya dengan menunjukan 
identitas berupa KTP.  
Upah yang diperoleh karyawan  sebesar Rp. 12.000x 12 jam = 
Rp.144.000,00, dengan waktu kerja selama 6 hari kerja, jadi selama 2 
minggu karyawan memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 
1.728.000,00. 
Didalam kontrak perjanjian juga tidak dijelaskan bahwasannya ada 
pemotongan upah apabila karyawan telat mengambil upah, yang mana 
pemotongan telat mengambil upah tersebut sebesar Rp. 20.000,00 disini 
karyawan merasa keberatan karena semakin banyak upah yang harus 
dipotong, karyawan tidak bisa bertindak apaun meskipun mereka sangat 
keberatan dengan upah yang diperoleh yang tidak sesuai dengan 
pekerjaanya, karena jika karyawan ingin keluar dari pekerjaan dan ingin 
mengambil ijazah akan dikenai denda 2x lipat dari upah yang diperoleh. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap 
bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui 
dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh 



































karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Prespektif Hukum Islam 
Terhadap Perjanjian Kerja Antara PT. SINAR INDONESIA RAYA ( 
SIR) dengan calon Karyawan Perusahaan di Sidoarjo” dengan 
berfokus pada akad perjanjian kerja, dan tinjauan hukum Islam terhadap 
praktik perjanjian kerja. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, maka dapat 
ditarik beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian berkaitan 
dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat perjanjian kerja yang ada di perusahaan. 
b.  Sistem penyaluran calon karyawan ke perusahaan. 
c. Sistem pengupahan yang ada di PT. SIR 
d. Sistem pemotongan upah. 
e. Perjanjian kerja antara PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan calon 
karyawan. 
f. Berakhirnya perjanjian kerja antara PT. Sinar Indonesia Raya (SIR)  
dengan calon karyawan. 
g. Wanprestasi yang terjadi antara perusahaan PT. Sinar Indonesia Raya 
(SIR) dengan calon karyawan. 
h. Hukum Islam terhadap perjanjian kerja antara PT.Sinar Indonesia Raya 
(SIR) dengan calon karyawan. 



































2. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi di atas 
penulis membatasi masalah. Dari pembatasan masalah tersebut, maka 
dapat dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah 
sebagai berikut:\ 
1. Praktik perjanjian kerja antara PT. SIR dengan calon tenaga kerja di 
Sidoarjo. 
2. Wanprestasi antara PT. Sinar Indonesia Raya dengan calon tenaga 
kerja di Sidoarjo. 
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja antara PT. Sinar 
Indonesia Raya dengan calon karyawan di Sidoarjo. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana akad perjanjian kerja antara PT. Sinar Indonesia Raya 
dengan calon karyawan di Sidoarjo? 
2. Bagaimana jika terjadi wanprestasi antara PT.Sinar Indonesia Raya 
dengan calon karyawan di Sidoarjo? 
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad perjanjian kerja antara 
PT. Sinar Indonesia Raya dengan calon karyawan di Sidoarjo? 
D.  Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran 
yang jelas mengenai hubungan antara judul yang diteliti dengan penelitian 
sejenis yang pernah diteliti oleh penelti sebelumnya, sehingga diharapkan 



































tidak terjadi pengulangan. Adapun topik yang pernah diteliti sebelumnya 
adalah: 
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian kerja menurut Undang-
undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan penerapan perjanjian 
kerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di 
Perusahaan ekspor CV. Utama Jati Kudus, oleh Nur Jamilah, NIM 
:C0430036, pada tahun 2005. 
Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan perjanjian kerja 
menurut Undang-undang perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 
2003 di perusahaan ekspor CV. Utama Jati adalah bertentangan dengan 
hukum Islam, karena bentuk perjanjian kerja dibuat secara lisan, pembayaran 
upah kepada pekerja tidak ditentukan jumlah upah secara jelas, sehingga 
mengakibatkan pembayaran upah kepada pekerja terjadi pada tingkat 
tertinggi atau terendah, berakhirnya perjanjian kerja disebabkan perusahaan 
dibubarkan atau ditutup dan merrubah nama karena mengalami kerugian 




2. Studi akad ija>rah terhadap perjanjian kerja antara TKI dan PJTKI di PT. 
Amri Margatama cabang ponorogo, oleh Ruwiyati, NIM: C02205136, 
pada tahun 2010. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian kerja antara calon TKI 
dengan PJTKI PT. Amri Margatama cabang ponorogo tidak sesuai dengan 
syarat sahnya ijarah karena di sini yang mengikat diri hanyalah pihak buruh 
saja tidak disaksikan pihak lainnya yaitu majikan. Sedangkan pada setiap 
                                                          
12
 Nur Jamilah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap perjanjian kerja menurut Undang-undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan penerapan perjanjian kerja menurut Undang-undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Perusahaan ekspor CV. Utama Jati Kudus”, (Skripsi--
,UIN Sunan Gunung Jati, Yogyakarta, 2009), 70. 



































perjanjian yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang 
bersangkutan sehingga ini salah satu cacat dari objek yang disewakan, karena 
tidak dilihat langsung oleh penyewa tapi sah menurut fatwa MUI karena telah 
dikuasakan oleh majikan pada agency.
13
 
Kesimpulan skripsi yang pertama, peneliti hanya mengkaji perjanjian 
kerja menurut penerapan dalam undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 
Tahun 2003 di Perusahaan Ekspor CV. Utama Jati Kudus kemudian 
dianalisis menggunakan Hukum Islam. Dalam skripsi yang kedua peneliti 
mengkaji akad apa yang digunakan dalam perjanjian kerja antara TKI dengan 
PJTKI di PT. Amri Margatama cabang ponorogo. 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian kerja antara PT. Sinar 
Indonesia Raya (SIR) dengan calon karyawan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian kerja antara PT. Sinar 
Indonesia Raya   (SIR) dengan calon karyawan menurut hukum Islam. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah dan tujuan penelitian diatas, maka 
diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi 
                                                          
13
 Ruwiyati, “Studi Akad Ijarah terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dan PJTKI di PT. Amri 
Margatama cabang ponorogo”, (Skripsi--,UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 60. 



































pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoretis maupun secara 
praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat 
ditinjau dari dua aspek yaitu: 
1. Secara teoretis 
a. Sebagai kepentingan ilmiah diharapkan studi ini harapkan menjadi 
kontribusi penulis dalam akad perjanjian kerja khususnya dalam 
hal perjanjian kerja antara PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan 
karyawan. 
b. Sebagai kepentingan ilmiah harapan studi ini menjadi  sumbangan 
pemikiran bagi PT. SIR (Sinar Indonesia Raya) dalam hal akad 
perjanjian kerja. 
2. Secara Praktis 
Dapat digunakan bahan kajian lebih lanjut bagi yang berminat 
dengan yang berkaitan dengan skripsi ini dalam bentuk dan aspek lain. 
G. Definisi Operasional 
Hukum Islam : Hukum Islam yang bersumber dari 
al-Quran sunnah Nabi dan pendapat 
para ulama.14 Dalam hal ini 
membahas tentang peraturan-
peraturan ketentuan yang terkait 
dengan akad perjanjian dan 
pengupahan (ujr>ah). 
                                                          
14
 Ah}mad el Ghandur, Perspektif Hukum Islam, diterjemahkan oleh Ma’mun Muh}ammad Murai 
dari Al-Madkhal ila as-Shari>’at al-Islami>ah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7. 



































Perjanjian Kerja : Perjanjian kerja adalah suatu 
perjanjian dimana pihak yang satu 
(Buruh) megikatkan diri untuk 
bekerja pada pihak yang lain 
(majikan) selama suatu waktu 
tertentu dengan menerima upah. 
perjanjian yang telah dibuat oleh 
PT.SIR untuk mengikat calon 
karyawan yang ingin memeperoleh 
pekerjaan. 
H. Metode Penelitian 
Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis 
dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 
sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan 
    Dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah penelitian 
lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang datanya diambil atau 
dikumpulkan langsung dari lapangan dimana kasus itu berada, 
termasuk dokumen-dokumen yang memuat akad perjanjian. 
2. Sumber Data 
a. Sumber primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung 
dari keterangan pihak PT. Sinar Indonesia Raya ( SIR) dan 
karyawan yang ada di PT. Sinar Indonesia Raya (SIR): 



































1) Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 
perjanjian kerja. 
2) Wawancara secara langsung dengan pimpinan atau karyawan di 
PT. Sinar Indonesia Raya (Sinar Indonesia Raya). 
3) Wawancara dengan calon karyawan yang bekerja di PT.Sinar 
Indonesia Raya (SIR) 
b. Sumber skunder adalah literatur yang berhubungan dengan 
pembahasan seputar masalah ini: 
1) M. Yusuf Qardawi. Halal dan Haram dalam Islam 
2) DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. 
3) Pandji Anoraga, Psikologi Kerja 
4) Wahbah az-zuhaili, fiqih Islam wa adillatuhu, 
5) R.Subekti dan R. Tjitro Sudibio, kitab Undang-undang 
Perdata. 
6) Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam. 
7) Ahmad Azar Basyir, Hukum tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
a. Interview ( wawancara) 
Yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu 
sehubungan dengan permasalahan yang ada, cara ini digunakan 
untuk menanyakan beberapa prosedur dan sistem dalam 
pelaksanaan perjanjian di PT. Sinar Indonesia Raya (SIR). 



































b. Dokumentasi  
Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan 
memepelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas pada instansi 
dan pihak-pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian 
sehingga data itu diperoleh sebagai masukan yang berhubungan 
dengan pokok pembahasan. 
4. Teknik Pengolahan Data 
     Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-
sumber data yang akan diolah melalui tahap-tahapan berikut: 
a. Editing  
    Yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang 
diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas 
atau meragukan.
15
 Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran 
intelektual (intelectual honestly) dari penulis agar nantinya hasil 
data konsisten dengan rencana penelitian. 
b. Organizing 
Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang 
sesuai dengan rumusan masalah, serta menggelompokkan data 
yang diperoleh.
16
 Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat 
memperoleh gambaran secara jelas tentang praktik perjanjian 
                                                          
15
 Moh.Kasiram, Metodologi Penelitian .( Malang: UIN-Maliki Press,2010), 125. 
16
Chalid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 153. 



































kerja di PT. Sinar Indonesia Raya (Sinar Indonesia Raya) di 
sidoarjo. 
c. Analyzing 
Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 
editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-
sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil 
lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.
17
 
5. Teknik Analisis Data 
  Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian 
dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memaparkan data-
data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis 
untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis 
ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang 
terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. 
a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menjelaskan 
data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat 
deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara 
sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar enomena yang diselidiki. Metode ini digunakan 
untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai perjanjian 
kerja antara PT. Sinar Indonsia Raya (SIR) dengan calon 
karyawan.  
                                                          
17
 Ibid, 195 



































b. Pola pikir Deduktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola 
pikir deduktif yang berarti pola pikir ini berpijak pada  fakta-fakta 
yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan 
pemecahan persoalan yang bersifat umum,
18
 yaitu ketentuan 
hukum Islam mengenai perjanjian kerja kemudian diteliti dan 
hasilnya dapat memecahkan tentang masalah perjanjian kerja 
antara PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan calon karyawan.  
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka, 
penulis membuat sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur 
sedemikian rupa, sehingga antara bab pertama dengan bab selanjutnya 
saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari 
beberapa bab tersebut dibagi lagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai 
berikut: 
Bab Pertama, merupakan pendahuluan ini memuat uraian tentang 
aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, 
terdiri dari sub-sub yang meliputi: latarr belakang masalah, identiikasi dan 
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
sitematika pembahasan. 
Bagian kedua, merupakan landasan teori penelitian yaitu tentang 
perjanjian kerja menurut hukum Islam dan Hukum positif yang meliputi 
                                                          
18
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research ,(Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16. 



































pengertian perjanjian (akad), dasar hukum perjanjian (akad), rukun dan 
syarat perjanjian (akad), berakhirnya perjanjian (akad).  
Bab ketiga, merupakan pengamatan perjanjian pengupahan yang akan 
dilakukan di PT. SIR (Sinar Indonesia Raya) di sidoarjo, mengenai 
gambaran umum dan pelaksanaan perjanjian kerja. Adapun gambaran 
umum meliputi profil perusahaan dan deskripsi kerja perusahaan, meliputi: 
sejarah,lokasi, bentuk perjanjian kerja dan isi perjanjian kerja. 
 
Bab keempat, merupakan Tinjauan hukum Islam dan positif terhadap 
pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) 
dengan calon karyawan. 
Bab kelima,  merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran.   
 


































 IJA>RAH (SEWA MENYEWA)  
A. Ija>rah (Sewa-Menyewa) 
 
1. Pengertian Ija>rah (Sewa-Menyewa) 
Sebelum menjelaskan apa itu akad Ija>rah penulis akan menjelaskan 
sedikit mengenai akad. Akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti mengikat, 
menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Dikatakan ikatan (al-rabt) 
adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan 
salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi 
seperti seutas tali yang satu.1 
Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:  
 ِِا ِر ت ِاب ِطِِ
 ا ِي ِا ِبِِ ِب ِق ِلوبِ ِلعىِ ِو
 ِهجِِ ِم ِرش ِعوِِ ِي ِبث ِتِِ أ ِهرثِفىِ ِم
 ِهل  
pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 
berpengaruh pada obyek perikatan.2  
 
Menurut az-Zarqa’ menyatakan bahwa dalam pandangan syara’ suatu 
akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau 
beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.3  
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 20, akad adalah 
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
                                                          
1  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),  68.  
2  Nasrun Haroen, Fiqih Muamala, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama,  2007),  97. 
3  Ibid, 98. 

































melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.4 Sedangkan 
pengertian pejanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) 
mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu 
waktu tertentu dengan menerima upah.5 
Secara umum yang dimaksud dengan “perjanjian kerja” adalah 
perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu 
pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji 
untuk melakukan pekerjaan tersebut. 6 
Akad merupakan suatu ikatan antara 2 orang atau lebih, yang mana 
perjanjian kerja merupakan hal yang boleh dilaksanakan jika sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan syara’ berdasarkan Al-Qur’an, hadits-hadits 
Nabi, dan ketepatan ijma’ ulama. Untuk mengetahui dasar Hukum 
pelaksanaan perjanjian kerja dalam Hukum Islam, dapat dilihat mengenai 






                                                          
4 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: fokusmedia: 2006) 
5  kitab Undang-undang Hukum Perdata, 389. 
6  Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), 153. 

































,memeberikan upah atas manfaat yang telah didapat hal ini terdapat 
dalam Al-Qur’an: 
a. Landasan Al-Qur’an 
1) Allah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 1 
   ِ ِ  ِِ   ِِ  ِِ ِ  ِِِ
 ِ   ِ  ِ ِ  ِ  ِ ِِِِ  ِِ ِِِِِ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-nya”7 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan 
sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling 
membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya 
adalah dengan melakukan akad, yang dilaksanakan oleh dua orang atau 
lebih.  
b. Landasan Al-Sunnah 
 
Diriwayatkan oleh Al-Bukhori 
 
 ِلا ق وِ ِر با جِ ِنبِ
 ِدب عِاللهِ ِي
 ض رِاللهِا م ه  ن عِِ  فِتا كلما ِبِم ه طو ر شِم ه  ني بِلاقوِ
 ِنباِ ِر م عِ ِرمعو أِِ
 ِنا وِ ِط ر  ت  شاِة ئ
 مِ ِط ر شِ ِل كِ
 ِطر شِ ِف لا  خِ ِبا ت كِِ ِاللهِ ِوهفِ
 ِلطباِِِِِِِِِِِِ  
ِ“segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah 
(Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR 
Bukhori).8 
 
                                                          
7 Departmen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 
2011),106. 
8 Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, shohih Bukhori.(program maktabah As- Samilah fersi II) 
Jilid 3, hlm.259 


































Dalam hukum Islam tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang 
peranjiann kerja secara detail. Namun dalam Islam banyak terdapat aturan-aturan 
yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melihat apakah perjanjian kerja 
dalam Islam diperbolehkan oleh Islam atau tidak. Berdasarkan akadnya, 
Perjanjian kerja termasuk dalam akad sewa-menyewa (Ijarah) tenaga kerja. 
Dikatakan sebagai akad Ijarah karena dalam hal ini seorang majikan menyewa 
atau menggunakan manfaat atas tenaga dan ketereampilan buruh dalam waktu 
tertentu dengan membayar upah sebagai pengganti atas pekerjaannya. 
Sebelum menjelaskan mengenai pengertian Ija>rah, penulis lebih tekankan 
dalam pembahasan ini bahwasanya penulis uraikan adalah Ija>rah dalam arti 
perjanjian jasa atau tenaga. Al-Ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-
‘Iwadh /penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala 
dinamai juga Al-Ajru / upah.9Ija>rah menurut arti bahasa adalah “balasan”, 
“tebusan” atau “pahala”. Sedangkan menurut syara’ berarti “melakukan akad 
mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan 
membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat 
                                                          
9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Nor Hasanudin), jilid 4, cet 1, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), 
83. 

































tertentu”.10 Perjanjian digolongkan pula kepada perjanjian sewa-menyewa yaitu 
ija>rah amal yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan 
perjanjian-perjanjian.11 Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ija>rah yang 
dikemukakan para ulama fikih.  
a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan: 
 ِدق عِ ِدي ف يِ ِك ي
 ل  تَِ ِة ف  ن مِ ِةمولعمِ ِةدو صق مِنمِ ِيعلاِا ِر
 جأتس
 
لمِ ِضو ع ب  
“(akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 
disengaja dari suatu zat yang disewakan)”12 
 
b. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan dengan: 
ي ل ع د ق عِ ِة ع ف  ن مِ ِد و ص ق م
 ِةِ ِة م و ل ع مِ ِة حا ب مِ ِة ل با قِ ِل  ذ ب ل
 لِ ِة  ح با لإا و 
ِ ِض و
 ع بِ ِم و ل ع م 
“(Transaksi terhadap suatu benda yang memiliki nilai manfaat, yang 
dilakukan karena maksud tertentu, telah diketahui, diperbolehkan, dan 
bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu)”. 
 
c. ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan: 
 ِك ي ل  تَِ ِفا ن م ِعِ
 ِء  ي شِ
 ِة حا ب مِ ِةَّد مِ
 ِم و ل ع مِ ِض و
 ع ب                   
“(mengambil manfaat, dari sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu 








                                                          
10 Moh. Saifulloh Al-Azis, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 377. 
11 Ibid,152. 
12 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,(Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002),154 
13 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228. 


































d. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan: 
ي ل ع د ق عِ ِع فا ن مِ ِض و
 ع ب 
(Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan).14 
 
e. Menurut Syaikh Syihab al-din dan Syaikh Umairah Ija>rah adalah “akad atas 
manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan 
dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. 
Menurut Amir Syarifuddin Ija>rah adalah akad atau transaksi manfaat atau 
jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 
atau jasa dari suatu benda disebut Ija>rah al’ain, seperti sewa-menyewa rumah 
untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga 
seseorang disebut Ija>rah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik 
skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih  disebut 
Ija>rah.15 
Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan Islam, Ija>rah 
memiliki potensi besar sebagai alernatif terhadap bunga dalam sistem keuangan 
yang sesuai dengan syariah yang sedang berkembang, Ija>rah diperbolehkan 
menurut ijma’ para fuqaha dan ulama.  
 Dari definisi-definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya 
tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ija>rah atau 
sewa-menyewa. Definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ija>rah atau sewa 
menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. 
                                                          
14 Ibid, 198. 
15 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, 216. 

































Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut a>jir, a>jir ini teridiri 
dari a>jir  khas yaitu seseorang/mustarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk 
kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari 
pekerjaan a>jir disebut musta’jir dimana ija>rah merupakan transaksi terhadap jasa 
tertentu dengan disertai kompensasi.16 
Perjanjian kerja dalam Islam disebut juga dengan Ijarah karena didalam 
perjanjiannya seseorang menyewa tenaga orang lain untuk melakukan perjanjian 
kerja dengan memberi upah sebagai imbalannya.17 Pengertian ini senada dengan 
yang diungkapkan oleh Syekh Syihab Al-Din dan syekh Umaiah sebagaimana 
yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan Ijarah adalah 
akad atas manfaat yang diketahui yang disengaja untuk memberi dan 
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.18 Sedangkan pengertian 
pejanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk 
bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan 
menerima upah.19 
Dari pengertian diatas dapat diambil kesmipulan bahwa perjanjian kerja 
itu harus memuat ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja tersebut, 
yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan, pernyataan 
tersebut membuktikan adanya kesanggupan dan kesungguhan dari masing-
masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban 
                                                          
16 Ibid, 153. 
17 Hasbi Ash-Shiddieqy. Pengantar Fiqih Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), 83.  
18 Imam Soepomo, Undang-undang dan Peraturan-peraturan, (Jakarta: Djambatan, 1980), 85-86. 
19  kitab Undang-undang Hukum Perdata, 389.  

































B. Dasar Hukum Ija>rah 
a. Landasan Al-Qur’an 
 
1) Firman Allah dalam QS. Al-Qassas ayat 26: 
 ِ  ِ   ِ   ِِِ ِِ    ِ ِِِِِِ
“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".20 
 
2) QS. Al-Maidah ayat 5 
   ِ ِ  ِِ...    
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”21  
 
 
3) QS. al-Thala>q ayat 6 
 
ِ ِ ِ ِِ ِِ   ِ   ِ ِِ ِ ِ
 ِ ِِِِ 
ِِ
“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka 






4)  surat An-Nahl 90 
                                                          
20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahan,. ..388 
21 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 106.  
22 Ibid, 559. 

































ِِ ِ   ِ   ِ  ِ  ِِ   ِ ِِ   ِ    ِ    ِ
ِ ِ  ِ  ِِِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran23” 
 
 
5) QS. An-Nisa’> ayat 29: 
 
   ِ ِ ِِ   ِ  ِ   ِ    ِِِ
ِ ِِ  ِ ِِِ   ِ  ِِِ ِ ِ
 ِِِِ
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”24 
 
 
b. Landasan Al-Sunnah 
 
1) Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi Saw bersabda: 
 
 ِن ع وِ ِن باِ ِر م ع  ِي
 ض رِِّللاِ ِلا قا م ه  ن عِ : ِلا قِ ِل و س رِ
 َِّللاِىلصِِّللاِهيلعِسوملِِ
) ِر   ي
 ج لأااو ط ع أِ ِه ر  ج أِ ِل ب  قِ ِن أَِِّف
  يِ ِه ق ر عِِ) ِها و رِ ِن ب
 اِه  جا م 
“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhu bahwa Rasulullah SAW 
bersada: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering 
keringatnya”. (HR. Ibnu   Majah)25 
 
2) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri Rasul saw. 
bersabda: 
                                                          
23 Ibid, 
24 Departemen Agama  Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahan,. ..83 
25 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, terj. 
Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 360. 

































 ِم ِنِ ِتسا ِراجًِاير
 جأِ ِهملعيلفِأ ِهر  ج(هاورِقازرلاِىقهيباو)  
“Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu 
Upahnya (HR. ‘Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)” 
 
C.Rukun dan Syarat-syarat Ija>rah 
 
Menurut pandangan para ulama’ secara garis besar ada berbagai pendapat yaitu: 
1. Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun Ija>rah hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dari 
kedua belah pihak yang bertransaksi. 
2. Golongan syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun Ija>rah 
itu terdiri dari mu’ajir (pihak yang memberikan Ija>rah), musta’jir (orang yang 
membayar Ija>rah) al-ma’qud ‘alaih dan siqhat.26 
Adapun syarat orang yang berakad adalah kedua belah pihak yang 
melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat 
membedakan, jika seseorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat 
membedakan, maka akad itu menjadi tidak sah.27 
Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kedua orang yang 
berakad itu harus balig. Orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak 
sah, walapun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan yang baik dengan 
yang buruk.28 
Sedangkan menurut ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah bahwa kedua orang 
yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya anak yang baru 
                                                          
26 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalat, cet 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 278. 
27 Ibid, 11. 
28 Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K.Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1994), 53. 

































mumayyiz pun boleh melakukan akad Ija>rah, hanya pengesahannya perlu 
persetujuan walinya.29 
Sebagai transaksi umum, Ija>rah baru dianggap sah apabila telah 
memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimna yang berlaku secara umum dalam 
transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad Ija>rah adalah sebagai berikut: 
1. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan  akad 
Ija>rah, apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka 
akadnya tidak sah.30 Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-
Nisa’:2931 
      ِ ِ ِِ   ِ  ِ   ِ    ِِِ 
ِ ِِ ِ  ِِِ   ِ ِِِ ِ ِ ِِِِِِِِِ 
 “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” 
 
2. Manfaat yang menjadi objek Ija>rah harus diketahui secara sempurna, sehingga 
tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang  akan 
menjadi objek Ija<rah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.32 
3. Objek Ija>rah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu, para 
ulama’ fiqih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk 
mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan 
                                                          
29 Ibid.279 
30 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 232. 
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahan,…83 
32 Ibid, 232. 

































orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk 
dijadikan tempat ibadah mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh diatas 
termasuk maksiat.33 
4.  Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga 
mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan barang itu 
sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini menjelaskan pekerjaan 
yang diharamkan. 
5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa 
orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang 
yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama’ fiqih sepakat 
menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji 
merupakan kewajiban bagi orang yang disewa. 
6. Objek Ija>rah  itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, 
mobil. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap 
sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain 
cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian. 
7. Objek Ija>rah itu boleh diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung. 
Para ulama’ fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu 
yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia 
terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan, apabila rumah itu masih 
                                                          
33 Ibid. 279 

































berada ditangan orang lain, maka akad Ija>rah berlaku sejak rumah itu boleh 
diterima dan ditempatid oleh penyewa kedua. 
8. Upah/sewa dalam akad Ija>rah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai 
harta. Oleh sebab itu, para ulama’ sepakat menyatakan bahwa khamar dan 
babi tidak boleh menjadi upah dalam akad Ija>rah, karena kedua benda itu tidak 
bernilai harta dalam Islam. 
D.Bentuk Ija>rah 
Pada prinsipnya Ija>rah lahir sesudah ada perjanjian antara pihak yang 
menyewakan dengan penyewa, perjanjian tersebut dapat berbentuk lisan, tulisan 
maupun isyarat. 
Perjanjian kerja atau transaksi(kontrak) kerja merupakan kesepakatan 
kerja antara dua pihak, yaitu antara pemilik pekerjaan dengan pekerja, pihak 
kedua bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak pertama, dibawah 
kekuasaan dan bimbingannya. Selanjutnya pihak pertama memberi upah dalam 
jumlah tertentu kepada pihak yang kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah 
ditulis dalam kontrak perjanjian. 
Semua transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan kedua pihak, 
kerelaan disini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah. 
Mengenai perjanjian kerja yang dibuat secara lisan untuk masa sekarang 
dimana perkembangan dunia perusahaan semakin kompleks, perlu ditinggalkan 
dan sebaiknya perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis demi kepastian hukum 
mengenai hak-hak kewajiban masing-masing pihak dan perjanjian kerja serta 
untuk adanya administrasi yang baik bagi perusahaan. 

































Perjanjian kerja sangat penting karena memiliki kekuatan hukum dan juga 
menjadi bukti tertulis apabila suatu hari nanti terjadi pelanggaran antara pihak 
pemberi kerja dengan pekerja.  
Dalam Islam perjanjian kerja harus dibuat secara tertulis, karena 
perjanjian kerja berhubungan dengan perkara-perkara yang melibatkan uang, 
harta benda atau benda lain yang bernilai. Supaya kontrak tersebut dapat 
menghindarkan terjadinya perselisihan yang tidak dikehendaki dan sebagai 
jaminan kebenaran yang telah ditegaskan kedua belah pihak. 
pembayaran upah dalam perjanjian kerja harus sesuai dengan isi kontrak 
perjanjian yang telah disepakati diawal sejak melakukan perjanjian kerja. Supaya 
kontrak tersebut dapat menghindarkan terjadinya perselisihan yang tidak 
dikehendaki dan sebagai jaminan kebenaran yang ditegakkan kedua pihak. 
Dalam Hadits disebutkan bahwasannya: 
 
 ِر  م عِ  ن باِ  ن ع و ِِملسوِ هيلعِ ّللاِ ىلصِ  َّللاِ  ل و س رِ  لا قِ :  لا قا م ه   ن عِ ّللاِ  ي  ض ر
) ِاِ ها و رِ)ِ ه ق ر عِ َّف   يِ  ن أِ ل ب  قِ ه ر  ج أِ  ر  ي  ج لأااو ط ع أه  جا مِ ن ب 
“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersada: 
“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”. 
(HR. Ibnu Majah)34 
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 
         
    ِ ِ  ِِ   ِ ِ  ِ ِ ِ  ِِ    ِ  ِ
 ِ   ِِِ  ِ ِِ ِ ِ  ِِِ   ِ    ِ  ِ
                                                          
34 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, terj. 
Muhammad Isnan dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 360. 

































  ِ ِ   ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ  ِ ِ ِِ
 ِِِ   ِِ  ِِ    ِ  ِ   ِِ  ِ ِِ
 ِِ ِِِ  ِ  ِ   ِ ِ ِِ   ِِ ِ
  ِ ِ  ِ  ِِِ  ِ   ِ ِِ ِِِ ِِ
 ِ ِِ  ِ ِ ِِ ِ  ِِ ِ ِ  ِ   ِِ
  ِِِِِ ِ ِ  ِ   ِ ِ  ِ ِِ
 ِِ  ِِ ِِِ ِ  ِِِِ ِ  ِ   ِِ
 ِِ  ِِِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah 
akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi 
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 
waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila 
kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.35 
                                                          
35 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahan,…49. 


































Hadits dan ayat Al-Qur’an menunjukkan pentingnya membayar pekerja 
dengan upah yang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, 
pentingnya perjanjian kerja dalam Islam. Umat Islam diinginkan untuk menulis 
semua urusan pekerjaan mereka baik jumlah yang terlibat itu banyak maupun 
sedikit. Untuk kontrak jangka waktu panjang ataupun pendek, umat Islam 
disuruh menulis semua langkah-langkah tersebut supaya dikemudian hari tidak 
menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. 
Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik usaha dan pekerja harus 
memuat beberapa hal, yaitu: 
1. Bentuk kerja 
Dalam menentukan bentuk kerja, disyaratkan agar ketentuannya dapat 
menghilangkan ketidak jelasan atau kekaburan, sehingga transaksi Ija>rah 
tersebut berlaku untuk pekerjaan yang jelas, sebab mengontrak sesuatu yang 
masih belum jelas hukumnya fasid(rusak). Bentuk kerja dapat terjadi dalam 
perdagangan, pertanian dan lain-lain. 
2. Waktu kerja 
Dalam transaksi Ija>rah atau perjanjian kerja diharuskan menyebutkan 
waktu kerja, karena waktu bekerja merupakan sesuatu yang penting untuk 
menafikan ketidak jelasan pekerjaan dan tidak menimbulkan sengketa 
dikemudian hari, maka waktunya harus dibatasi dengan jangka waktu 
tertentu, semisal satu menit, satu jam, satu minggu, satu bulan ataupun satu 
tahun. 

































3. Upah kerja 
Upah kerja adalah sesuatu yang menjadi imbalan dari pada manfaat 
yang dinikmati. Upah dalam perjanjian Ija>rah harus diketahui dengan jelas, 
guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari.  
Apabila seseorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang-
barang dari satu tempat ketempat yang lain, tanpa lebih dulu dijelaskan 
beberapa upah yang harus dibayarkan, musta’jir dibebani membayar upah 
yang pantas, tetapi ukuran kepantasan upah kerja itu dari sebenarnya amat 
relative, yang dipandang pantas oleh musta’jir sering kali masih belum 
dipandang pantas oleh a>jir, hingga sering terjadi tawar menawar setelah 
pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan. 
Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerjaan. Hal 
ini merupakan kewajiban syara’ yang harus dipenuhi oleh majikan atau 
pengusaha, oleh karena itu upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas. 
Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual-beli 
yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian kerja boleh 
diadakan dengan tunai atau berangsur. Jika perjanjian kerja yang minimal 
memuat ketiga unsur pokok tersebut diatas sudah dibuat dan disepakati 
bersama, yang mungkin diucapkan dengan lisan, dicatat melalui tulisan, harus 
dipenuhi oleh kedua belah pihak dan hendaknya kedua belah pihak saling 
menjaga kehormatan dari masing-masing dengan jalan mematuhi perjanjian 
kerja bersama tersebut secara konsekuen dan konsistenertindak 

































Adapun menurut agama Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu 
tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas 
nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang 
dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama, ulama Syafi’iyah 
mengatakan bahwa suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian 
oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa 
yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.36 
 
E. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 
Ija>rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 
adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ija>rah merupakan akad pertukaran, 
kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 
 Sebelum melakukan sewa-menyewa atau Ija>rah biasanya dilakukan 
suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing 
mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama 
masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu 
pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan 
kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa-
menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi 
untuk masa berikutnya. 
                                                          
36 Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Wakalah, No.10/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama 
Indonesia 

































Tanpa suatu perjanjian baru, perjanjian sudah dianggap berhenti atau 
berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan 
perjanjian pada jangka waktu tertentu. 
Sewa-menyewa atau Ija>rah merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu 
akad yang tidak membolehkan adanya Fasakh pada salah satu pihak, karena 
Ija>rah adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 
Ija>rah akan batal bila terdapat  beberapa hal-hal. 
Para ulama’ menyatakan bahwa akad Ija>rah akan berakhir apabila terjadi 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan 
hilang. 
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ija>rah telah berakhir. Apabila 
yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, 
dan apabila yang disewakan tersebut adalah jasa seseorang, maka ia berhak 
menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih. 
3. Menurut ulama’ Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 
akad Ija>rah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut 
jumhur ulama’, akad Ija>rah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang 
berakad karena manfaat, menurut mereka boleh di wariskan dan Ija>rah sama 
dengan jual-beli, yaitu menguatkan kedua belah pihak yang berakad. 
4. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti 
rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak maka 
akad Ija>rah batal. Uzur-uzur yang dapat.membatalkan akad Ija>rah itu, 

































menurut ulama’ Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh dan berpindah 
tempatnya penyewa, misalnya, seseorang di gaji untuk menggali sumur 
disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa tersebut dipindah ke 
desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama’, uzur yang boleh 
membatalkan akad Ija>rah itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atau 
manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda 
banjir.37 
Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, Ija>rah akan menjadi batal dan 
berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: 
1. Terjadinya cacat pada barang-barang sewaan ketika ditangan penyewa. 
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya 
bangunan gedung. 
3. Yang diupahkan mendapatkan kerusakan pada waktu ia masih ditangan 
penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya. 
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah 
ditentukandan selesainya pekerjaan. 
5. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan 
Ija>rah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya 
gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. 
Mazhab hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu 
penyewa putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, meskipun uzur 
tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini 
                                                          
37 Ibid. 237 

































adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana 
sebagaimana mestinya. 


































PERJANJIAN KERJA ANTARA PT.SIR (SINAR INDONESIA RAYA) 
DENGAN CALON KARYAWAN PERUSAHAAN DI SIDOARJO 
 
A. Awal mula Outsourcing 
 
Pengaturan tentang pemborongan pekerjaan, sebenarnya sudah 
diatur sejak zaman belanda. Sebelum diundangkannya Undang-Undang 
No 13 Tahun 2003, outsourcing diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601 b, 
pasal tersebut mengatur bahwa pemborongan suatu pekerjaan adalah 
kesepakatan dua belah pihak yang saling mengikatan diri, untuk 
menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak yang saling mengikatan diri, 
untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain dan pihak lain 
membayarkan sejumlah harga. Tetapi pengaturan dalam KUH Perdata 
masih belum lengkap karena belum diatur terkait pekerjaan yang dapat 
dioutsourcingkan, tanggung jawab perusahaan pengguna dan penyedia 
tenaga kerja outsourcing dan jenis perusahaan yang dapat menyediakan 
tenaga kerja outsourcing. 
Berdasarkan hasil penelitian PPM (Riset Manajemen:2008 
terhadap 44 perusahaan dari berbagai industri terdapat lebih dari 50% 
perusahaan di Indonesia menggunakan tenaga outsourcing, yaitu sebesar 
73%> sedangkan 27%-nya tidak menggunakan tenaga outsourcing dalam 
operasional di perusahaannya.  

































B. Lokasi Penelitian 
PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) adalah perusahaan yang 
menyediakan jasa tenaga kerja untuk keahlian pada bidang pekerjaan 
tertentu sesuai dengan permintaan perusahaan yang membutuhkannya 
atau kerap disebut sebagai perusahaan outsourcing. 
Lingkungan kantor PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) memang tidak 
seberapa luas karena letak kantor tersebut terdapat di gedung ruko. Jalur 
menuju kantor PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) ini sangat padat karena 
jalur menuju ke bandara. Lebih tepatnya lokasi kantor PT. Sinar 
Indonesia Raya (SIR)yang terletak di Ruko Permata Juanda A-60 Jl. Raya 
Juanda Sidoarjo.  
C. Bentuk Perjanjian Kerja PT. Sinar Indonesia Raya (SIR)  dengan calon 
karyawan 
 
Perjanjian kerja PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) adalah perjanjian 
dengan mana pihak calon karyawan mengikatkan diri dengan PT. Sinar 
Indonesia Raya (SIR) untuk melakukan pekerjaan dengan waktu tertentu 
dengan menerima upah.  
Pihak PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) adalah perusahaan yang 
mencarikan kerja pada perusahaan lain yang mana selama ini pihak 
PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) hanya bekerja sama dengan PT.Siantar 
Top, PT.Siantar Top adalah perusahaan industri makanan ringan yang ada 
dijawa timur, perusahaan ini salah satu pelopor perusahaan makanan 

































ringan yang ada di Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Tambak 
Sawah No.21-23, Tambaksawah, Waru, Kabupaten Sidoarjo1. 
PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) adalah perusahaan penyedia 
tenaga kerja, PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) membuka lamaran pekerjaan 
setiap hari jum’at yang dilakukan langsung di kantor PT. Sinar Indonesia 
Raya (SIR), dan para pelamar wajib memenuhi persyaratan yang sudah 
ditentukan oleh pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) yaitu:2 
1. Maksimum  usia pelamar 35 Tahun 
2. Permohonan lamaran kerja : 1 lembar 
3. Daftar riwayat hidup : 1 lembar 
4. Foto copy ijazah terakhir : 2 lembar 
5. Foto berwarna ukuran 4x6 : 4 lembar 
6. Foto copy KTP : 2 lembar 
7. Foto copy  KK: 2 lembar 
8. Foto copy Surat Sehat : 2 lembar 
Setelah pelamar kerja menandatangani perjanjian kerja yang ada 
dalam isi kontrak tersebut menyatakan bahwa ada pemotongan gaji 
sebesar 5% sebagai tanda terimakasih karena telah dibantu untuk 
mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan produksi pada PT. Siantar Top, 
calon karyawan juga menaruh ijazah sebagai jaminan pekerjaan. Setelah 
sepakat dengan perjanjian tersebut karyawan langsung diberikan kartu 
                                                          
1 Bambang Waluyo,Wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2017. 
2 Ibid  

































identitas dan kartu absen, dan karyawan akan diberitahukan kapan  akan 
mulai bekerja.3 
Karyawan akan mengetahui berapa upah yang diperoleh setelah 
menerima upah pertama, pembayaran upah dilakukan setiap 2 minggu 
sekali pada tanggal 15 dan 28 untuk setiap bulannya. dengan datang 
langsung ke personalia PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan 
menunjukan identitas berupa KTP.  
Upah yang diperoleh karyawan  sebesar Rp. 12.000x 12 jam = 
Rp.144.000,00, dengan waktu kerja selama 6 hari kerja, jadi selama 2 
minggu karyawan memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 
1.728.000,00. 
Adanya pemotongan gaji(upah) oleh PT.Sinar Indonesia Raya 
(SIR) tidak membuat keberatan bagi pihak calon karyawan karena mereka 
berterimakasih telah di carikan suatu pekerajan sebagai karyawan 
produksi. 
1. Sebagai calon karyawan ibu Arafah mengucapkan banyak terimakasih 
pada pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) karena sudah diberikan 
pekerjaan sebagai karyawan bagian produksi yang ditempatkan di 
PT.Siantar Top4. 
                                                          
3 Ibid 
4 Ibu Arafah, Wawancara, Sidoarjo 18 Agustus 2017. 

































2. Bapak subandi merasa mudah mencari pekerjaan karena dengan 
adanya PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) sebagai jasa mencarikan 
pekerjaan bapak subandi merasa sangat terbantu5.   
Menurut keterangan dari pekerja yang merasa dirugikan oleh PT. 
Sinar Indonesia Raya (SIR) yaitu: 
“Di dalam kontrak perjanjian tidak dijelaskan bahwasannya ada 
pemotongan upah apabila karyawan telat mengambil upah, yang mana 
pemotongan telat mengambil upah tersebut sebesar Rp. 20.000,00 disini 
saya (ibu Siti Mutmainah) merasa keberatan karena semakin banyak upah 
yang harus dipotong, karyawan tidak bisa bertindak apaun meskipun 
mereka sangat keberatan dengan upah yang diperoleh yang tidak sesuai 
dengan pekerjaanya”6.  
“Saat itu saya ingin risent dari pekerjaan dan ingin mengambil 
ijazah ternyata saya ditarik uang denda 2x lipat dari upah yang saya 
peroleh setelah saya mengetahui itu saya(bapak Amir) mengurungkan diri 
untuk risent dari pekerjaan karena saya belum ada uang cukup untuk 
membayar denda tersebut”.7  
“saya (Ibu Badriyah) rasa gaji pokok yang saya terima tidak sesuai 
dengan hitungan yang telah ditetapkan pada kontrak perjanjian diawal, 
                                                          
5Bapak Subandi, Wawancara, Sidoarjo 18 Agustus 2017. 
6 Ibu Siti Mutmainah, Wawancara,Sidoarjo 16 Agustus 2017. 
7 Wawancara, Bapak Amir, Sidoarjo 16 Agustus 2017 

































saya merasa uang gaji saya tidak sesuai dengan yang saya kerjakan itu 
setelah saya bekerja selama 3 bulan kerja”8.   
 
D. Draf Perjanjian Kerja antara PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) dengan calon 
Karyawan9 
 
Sebagai perusahaan outsorcing PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) 
mempunyai perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja yang 
akan ditempatkan diperusahaan sebagai karyawan produksi. Hal ini 
bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian 
hari, adapun aspek-aspek penting dalam perjanjian kerja antara PT.SIR 
dan calon karyawan adalah sebagai berikut: 
Pasal 1 : Jangka waktu kerja 
Pihak perusahaan siap untuk menerima calon karyawan dengan 
mengalihkan calon karyawan kepada perusahaan PT. Siantar 
Top sebagai calon karyawan yang bekerja pada bidang produksi 
dengan jangka waktu kontrak perjanjian selama 6 bulan.  
 Pasal 2 : Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban 
1. Perusahaan wajib memberikan pengarahan mengenai tugas 
pekerjaan yang akan diberikan kepada calon karyawan 
                                                          
8 Wawancara, Ibu Badriyah, Sidoarjo 16 Agustus 2017 
9Doc. PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) 

































selama berlakunya perjanjian yang telah dibuat dan 
disepakati bersama. 
2. Calon karyawan wajib menjalankan tugas dengan 
sebagaimana mestinya dan mematuhi peraturan yang telah 
ditentukan oleh pihak perusahaan yang telah dijelaskan. 
3. Calon karyawan wajib menaruh dokumen berupa Ijazah yang 
disyaratkan sebagai jaminan kepada perusahaan agar calon 
karyawan tidak berbuat hal yang tidak diinginkan. 
4. Calon karyawan diwajibkan untuk menjaga rahasia 
perusahaan dan mengungkapkan rahasia perusahaan kepada 
masyarakat umum demi menjaga nama baik perusahaan. 
Pasal 3 : Waktu Kerja 
1. Waktu Kerja Pihak calon karyawan adalah 12 (dua belas) 
jam sehari atau 72 (tujuh puluh dua) jam dalam seminggu. 
2. Untuk para calon karyawan yang telah bersedia bekerja harus 
siap untuk bekerja secara shift (Pagi hari pukul 07.00 WIB 
hingga 19.00 WIB dan Malam hari pukul 19.00 WIB hingga 
07.00 WIB). Untuk waktu shift diatur sendiri dan tidak 
terlepas dari perjanjian kerja ini. 
 
 

































           Pasal 4 :Pengupahan 
1. Pihak Perusahaan akan memberikan/membayarkan upah 
yang telah diberikan oleh PT. Siantar Top kepada calon 
karyawan dengan rincian sebagai berikut : 
a. Upah Harian : Rp. 12.000 x 12 Jam = Rp. 144.000 
(seratus empat puluh empat ribu rupiah) 
b. Perusahaan akan memberikan upah kepada calon 
karyawan dengan waktu setiap 2 (dua) minggu sekali 
pada tanggal 15 dan 28 untuk setiap bulannya. Upah 
akan diberikan oleh Perusahaan secara langsung kepada 
karyawan dikantor. karyawan bersedia memberikan 5% 
upah yang telah diterima setiap (2) minggu sekali kepada 
perusahaan sebagai tanda terima kasih karena telah 
dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan 
produksi pada PT. Siantar Top. 
 Pasal 5  : Keselamatan Kerja 
1. Calon karyawan wajib melaksanakan pekerjaan dengan 
mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) agar 
calon karyawan tethindar dari bahaya yang tidak diinginkan. 
2. Jika karyawan mengalami kecelakaan kerja yang terjadi 
karena tidak dipatuhinya aturan keselamatan kerja, maka 
Pihak Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian 
Pihak Kedua yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut. 


































Pasal 6  : Ketentuan dan Tata Tertib  
Kedua belah pihak sanggup menaati semua ketentuan 
ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 jo Peraturan 
Ketenagakerjaan yang berlaku dan Pihak Karyawan sanggup untuk 
mentaati peraturan atau Ketentuan Perusahaan dan/atau Tata 
Tertib yang dibuat oleh Pihak perusahaan tanpa merasa dipaksa 
oleh Pihak Perusahaan dan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja 
ini. 
Pasal 7 : Berakhirnya Perjanjian Kerja 
1. Perusahaan dan karyawan sepakat untuk dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja dengan atasan dan/atau keadaan 
sebagai berikut : 
a. karyawan tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai ketentuan 
yang disepakati walaupun perusahaan telah memberikan 
kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki 
kinerjanya. 
b. karyawan tidak mampu untuk melaksanakan kesepakatan 
dalam  perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. 
c. Karyawan telah melanggar peraturan, disiplin / tata tertib 
yang sudah ditentukan. 

































d. Segala Hal yang diatur didalam peraturan perjanjian kerja 
yang berlaku ditempat kerja Pihak Karyawan dan 
Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dapat 
mengakibatkan seorang karyawan diputuskan hubungan 
kerjanya. 
2. Perusahaan dan karyawan sepakat sebelum perjanjian kerja 
waktu berakhir apabila karyawan telah mengundurkan diri atas 
kemauan sendiri atau diputuskan hubungan kerjanya oleh 
pihak perusahaan tempat pihak  karyawan bekerja disebabkan 
kesalahan Pihak karyawan yang melakukan tindakan tidak 
sebagaimana mestinya, maka kepada Pihak Karyawan akan 
diberikan sanksi kerugian kepada Pihak karyawan sebesar 1 
(satu) kali upah selama 2 (dua) minggu. Apabila Pihak Kedua 
tidak membayar sanksi kerugian kepada Pihak Pertama, maka 
jaminan yang diperikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak 
Pertama tidak dapat diambil hingga Pihak Kedua 
membayarkan sanksi kerugian kepada Pihak Pertama. 
3. Apabila Pihak Perusahaan telah memberhentikan karyawan 
selama kontrak perjanjian masih terikat dan bukan karena 
kesalahan karyawan, karyawan tidak diwajibkan untuk 
membayar uang ganti rugi kepada pihak perusahaan 

































4. Segala hal yang mengenai pemutusan hubungan kerja akan 
mengikuti ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 
tahun 2003 jo. Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja. 
Pasal  8  : Perpanjangan Perjanjian Kerja 
pihak pertama hendak memperpanjang perjanjian kerja dengan 
persetujuan pihak kedua, maka pihak pertama harus memberitahukan 
terlebih dahulu kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari 
sebelum perjanjian kerja ini berakhir. 
Pasal 9  : Perselisihan 
1. Jika terjadi suatu perselisihan antara perusahaan dan karyawan 
apapun masalahnya semua akan diselesaikan secara 
kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakkat. 
2. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian 
perselisihan yang terjadi antara perusahan dengan karyawan 
maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan 
perasalahan tersebut dengan meminta bantuan lembaga 
hukum yaitu LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial) untuk mencari penyelesaian dari 
permasalahan antara perusahaan dan karyawan. 
Pasal 10  : Penandatanganan 

































1. Surat perjanjian kerja ini ditandatangani dengan kerelaan 
hati, dalam keadaan sadar, dan tidak ada unsur keterpaksan 
dari pihak peruahaan maupun calonkaryawan. 
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yaitu 1(satu) 
untuk Pihak Perusahaan dan 1(satu) untuk Pihak calon 
karyawan. 
Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini maka kedua belah 
pihak sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam 
perjanjian kerja ini dan dengan demikian kedua belah pihak terikat 
demi hukum. 


































PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA PT. SINAR INDONESIA RAYA (SIR)  DENGAN CALON 
KARYAWAN DI SIDOARJO 
 
A. Analisis terhadap Akad Perjanjian Kerja antara PT.SIR (Sinar Indonesia 
Raya) dengan Calon Karyawan di Sidoarjo 
 
Dalam perjanjian kerja antara PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) 
dengan calon karyawan di sidoarjo termasuk pada bab sebelumnya yaitu 
Ijarah karena merupakan  akad yang memberi manfaat yang diketahui 
dengan adanya imbalan. Dalam teori akad Ijarah yang memuat aturan-
aturan tentang akad perjanjian kerja. Dalam kasus ini konsep sewa-
menyewa ditetapkan pada disewanya tenaga calon karyawan berdasarkan 
perjanjian seorang calon karyawan dengan PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) 
yang menjadi perantara dengan pihak PT.Siantar TOP. Untuk lebih 
jelasnya tentang perjanjian kerja antara PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) 
dengan calon karyawan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) adalah perusahaan yang 
mencarikan kerja pada perusahaan lain yang mana selama ini pihak 
PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) hanya bekerja sama dengan PT.Siantar 
Top. PT. Sinar Inonesia Raya (SIR) adalah perusahaan penyedia tenaga 
kerja, PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) membuka lamaran pekerjaan setiap 
hari jum’at yang dilakukan langsung di kantor PT. Sinar Indonesia Raya 
(SIR). 

































 Mengenai persyaratan yang ditentukan PT. Sinar Indonesia Raya 
(SIR) bagi calon karyawan yaitu daftar riwayat hidup, foto copy Ijazah, 
foto berwarna ukuran 4x6, foto copy KTP, foto copy KK, foto copy surat 
sehat.1 setelah pelamar kerja menandatangani perjanjian kerja yang ada 
dalam isi kontrak tersebut menyatakan bahwa ada pemotongan gaji 
sebesar 5% sebagai tanda terimakasih karena telah dibantu untuk 
mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan produksi pada PT. Siantar Top, 
calon karyawan juga menaruh ijazah sebagai jaminan pekerjaan. Setelah 
sepakat dengan perjanjian tersebut karyawan langsung diberikan kartu 
identitas dan kartu absen, dan karyawan akan diberitahukan kapan  akan 
mulai bekerja.2 
Karyawan akan mengetahui berapa upah yang diperoleh setelah 
menerima upah pertama, pembayaran upah dilakukan setiap 2 minggu 
sekali pada tanggal 15 dan 28 untuk setiap bulannya. dengan datang 
langsung ke personalia PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan 
menunjukan identitas berupa KTP.  Upah yang diperoleh karyawan  
sebesar Rp. 12.000x 12 jam = Rp.144.000,00, dengan waktu kerja selama 
6 hari kerja, jadi selama 2 minggu karyawan memperoleh upah dengan 
total sebesar Rp. 1.728.000,00. 
                                                          
1 Bambang Waluyo, Wawancara, Sidoarjo, 16 Agustus 2017. 









































Dari wawancara peneliti dengan pihak PT. Sinar Indonesia Raya 
(SIR) di Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kejanggalan pada 
penerapan perjanjian kerja yg  dibuat, akan tetapi dari pernyataan dari 
karyawan banyak mengalami keganjalan mengenai system dalam 
pemberian upah. 
Baik dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak mengatur secara 
spesifik mengenai perjanjian kerja. Melainkan disini perjanjian kerja sama 
halnya dengan Ija>rah yaitu suatu akad untuk mengambil manfaat dengan 
jalan pengantian.3 Dalam pengertian lain diartikan sebagai akad terhadap 
manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.4 Perjanjian 
digolongkan pula kepada perjanjian sewa-menyewa yaitu Ija>rah amal 
yaitu artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-
perjanjian.5 
Untk mengetahui bagaimana hukum dari perjanjian kerja yang 
diterapkan pada PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) ini peneliti menqiyaskan 
dengan teori Ija>rah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya. Ija>rah  memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi 
dengan menjadikan akad tersebut sah diantaranya yakni: 
1. Kedua belah pihak yakni pihak yang terlibat terhadap akad Ija>rah. 
Disyaratkan bagi kedua belah pihak harus cakap untuk melakukan 
akad Ija>rah (perjanjian kerja).  
                                                          
3 Sayyid Sabiq, fiqih sunnah jilid 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006),15. 
4 Abu bakar jabir al-jazari, Ensiklopedi Muslim, 523. 
5 Suhrawardi K. Lubis, Huku, Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 152. 

































Pihak yang terlibat pada perjanjian kerja ini menyatakan kerelaanya 
untuk melakukan akad Ija>rah (perjanjian kerja) dalam persyaratan 
yang diberikan oleh pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR). 
Pada saat para calon karyawan mendaftar dan diterima sebagai 
karyawan, karyawan ditunjukkan perjanjian atau aturan yang 
diberlakukan oleh PT. Sinar Indonesia Raya (SIR). 
2. Bentuk kerja, dalam menentukan bentuk kerja disyaratkan agar 
ketentuannya dapat menghilangkan ketidak jelasan atau kekaburan, 
sehingga transaksi Ija>rah tersebut berlaku untuk pekerjaan yang jelas, 
sebab mengontrak sesuatu yang masih belum jelas hukumnya 
fasid(rusak). 
Dalam perjanjian tersebut calon karyawan sudah mengetahui 
pekerjaan apa yang akan diberikan PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) 
kepada calon karyawan yaitu sebagai karyawan bagian produksi pada 
PT. Siantar Top. 
3. Waktu kerja, dalam transaksi Ija>rah atau perjanjian kerja diharuskan 
menyebutkan waktu kerja, karena waktu bekerja merupakan sesuatu 
yang penting untuk menafikan ketidak jelasan pekerjaan dan tidak 
menimbulkan sengketa dikemudian hari, maka waktunya harus 
dibatasi dengan jangka waktu tertentu, semisal satu menit, satu jam, 
satu minggu, satu bulan ataupun satu tahun. 
Waktu kerja yang ada pada perjanjian yaitu: 12 (dua belas) jam sehari 
atau 72 (tujuh puluh dua) jam dalam seminggu, Para pekerja bersedia 

































untuk bekerja secara shift (Pagi hari pukul 07.00 WIB hingga 19.00 
WIB dan Malam hari pukul 19.00 WIB hingga 07.00 WIB). Untuk 
waktu shift diatur sendiri dan tidak terlepas dari perjanjian kerja ini. 
4. Upah kerja adalah sesuatu yang menjadi imbalan dari pada manfaat 
yang dinikmati. Upah dalam perjanjian Ija>rah harus diketahui dengan 
jelas, guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan 
dikemudian hari.  Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk 
para pekerjaan. Hal ini merupakanr kewajiban syara’ yang harus 
dipenuhi oleh majikan atau pengusaha, oleh karena itu upah yang 
diberikan kepada pekerja haruslah jelas. 
Dalam hadits dijelaskan bahwa”siapa yang menyewa seseorang 
maka hendaklah ia beritahu upahnya” dalam hadits tersebut sudah sangat 
dijelaskan bahwasanya harus ada keterbukaan antara PT. Sinar Indonesia 
Raya (SIR) dengan karyawan mengenai hal upah. Didalam surat 
perjanjian kerja memang sudah diperincikan mengenai upah yang akan 
diperoleh akan tetapi dari pernyataan karyawan upah yang diperoleh tidak 
sesuai dengan yang tertulis dalam surat perjanjian kerja yaitu potongan 
5% setiap kali upah diberikan, melainkan pemotongan upah tersebut 
melebihi dari 5%. Penerimaan upah bagi karyawan dilakukan setiap 2 
minggu sekali dengan syarat membawa bukti identitas. Pengambilan upah 
harus dilakukan tepat tanggal yang sudah ditentukan perusahaan yaitu15 
dan 28 untuk setiap bulannya jika karyawan telat mengambil upah akan 
dikenai denda, padahal dalam isi surat perjanjian tidak ada keterangan 

































yang menjelaskan upah akan dipotong ketika telat dalam 
pengambilannya. 
Dalam hukum Islam perjanjian kerja dapat dilaksanakan dengan 
cara lisan atau tertulis. Islam memberikan kebebasan dalam melakukan 
akad perjanjian kerja dan bentuknya diserahkan kepada mereka yang 
berakad. Islam hanya memberikan pedoman untuk kemaslahatan mereka 
yang berakad yaitu dalam perjanjian kerja sebaiknya ada semacam bukti 
sebagai pegangan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perjanjian 
kerja dan bukti yang dapat dijadikan pegangan bukti adalah bukti tertulis 
biasanya bukti tertulis tersebut biasanya berbentuk surat perjanjian. 
Menurut  syafi’iyah, perjanjian kerja( Ija>rah) adalah transaksi 
suatu benda yang memiliki nilai manfaat yang dilakukan karena maksud 
tertentu, telah diketahui, diperbolehkan, dan bias dimanfaatkan dengan 
imbalan tertentu. 
Sedangkan menrut Amir Syarifuddin Ija>rah adalah akad atau atau 
transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi 
objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ija>rah 
al’ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi 
objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ija>rah ad-
Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun 
objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih  disebut Ija>rah.6 
                                                          
6 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, 216. 

































Menurut kedua pendapat diatas, Ija>rah adalah akad yang boleh 
dilakukan atas kerelaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. 
Pemaparan hadits yang telah dituliskan pada bab sebelumnya yang 
diriwayatkan Abd Ar-Razzaq dan Al-Baihaqi bahwa siapa yang menyewa 
seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. 
Perjanjian kerja yang terjadi di PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) 
dengan karyawan ini adalah salah satu skema saling membantu yaitu 
pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR)  sebagai perusahaan penyedia 
tenaga kerja yang memberikan pekerjaan kepada calon karyawan dan 
ditempatkan di perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Sinar Indonesia 
Raya (SIR) yaitu PT.Siantar Top. 
Adapun syarat dalam Ija>rah ada beberapa hal, yaitu: 
1. Kerelaan dari kedua belah pihak 
2. Objek Ija>rah harus diketahui dengan sempurna 
3. Upah harus jelas 
Pada praktik perjanjian kerja yang terjadi ini, ketiga syarat 
tersebut diatas sudah sangat jelas dan terpenuhi, yakni kedua belah pihak 
telah rela untuk melakukan perjanjian tersebut, objek atau pekerjaan yang 
diberikan sudah  jelas yakni sebagai karyawan produksi di PT.Siantar 
Top, dalam pemberian upah juga sudah diberikan. Namun dalam praktek 
yang ada dalam pemberian upah ternyata tidak sesuai dengan yang ada 
dalam isi surat perjanjian kerja. 

































 Dalam Islam upah ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja 
dengan perusahaan. Agar diantara para pihak tidak terjadi kecurangan 
dalam menentukan besar kecilnya jumlah upah. Peran perusahaan sebagai 
pemberi pekerjaan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dalam 
segala bidang, termasuk masalah pengupahan. 
Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak 
memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan 
Al-Qur’an maupun sunnah Rasul. Yang ada kaitanya dengan penentuan 
upah kerja secara umum dalam Al-Qur’an surat An-Nahl 90: 
                                   
              
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”(Q.S 
An-Nahl:90) 
 
Apabila ayat itu dikaitkan dengan Ija>rah, maka dapat 
dikemukakan bahwa Allah memerintahkan pihak mu’ajir harus berlaku 
adil, berbuat baik dan dermawan kepada musta’jir. Kata  kerabat dalam 
ayat tersebut dapat diartikan musta’jir, sebab musta’jir tersebut sudah 
merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah 
musta’jir tidak mungkin usaha mu’ajir dapat berhasil. Disebabkan 
musta’jir mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha mu’ajir, 

































maka berkewajibanlah mu’ajir untuk menyejahterakan musta’jir, 
termasuk memberikan upah yang layak.7   
Dalam hal pemberian upah harus ditetapkan secara jelas dalam 
akad. Jika masanya ditetapkan, maka kadar yang harus diberikan juga 
harus ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut: 
  م  ن   تسا  ج  را ًاير
 جأ   ف  يل 
 لع  م  ه   هرْجأ(هاور قازرلا ىقهيباو)  
“siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu 
upahnya (HR. ‘Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi) 
 
Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ija>rah, selain tiga 
unsur lainnya: ‘aqid (orang yang berakad), ma’qud ‘alaih (barang yang 
menjadi objek akad).8 
Hukum Islam telah memberikan petunjuk yang benar dan 
ketetapan yang adil, sehingga bisa memberikan jaminan bagi terwujudnya 
keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara 
kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Islam mensyariatkan 
adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara 
kedua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa. Keikhlasan 
itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga 
terwujud sikap saling tolong-menolong diantara keduanya. 
Sebagaimana yang telah diketahui apabila suatu perjanjian yang 
telah memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjian 
tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib untuk mematuhi 
                                                          
7 Suhrawardi K.Lubis Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 155. 
8 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, juz 3, )Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006(, 140. 

































dan menjalankan apa yang sudah ditentukan atau yang sering disebut 
dengan prestasi. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat 
hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.  
Hal ini mendapatkan penegasan yang kuat dalam ayat suci Al-
Qur’an surat al-Ma>idah [5] ayat 1 disebutkan : 
          ...    
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”9  
 
Dari keterangan ayat suci Al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa 
orang-orang yang telah terikat dalam sebuah perjanjian (akad) harus 
memenuhi akad dan setia terhadap apa yang telah disepakati dalam akad 
tersebut. 
 
B. Analisis Wanprestasi Akad Perjanjian Kerja antara PT. Sinar Indonesia 
Raya (SIR) dengan calon Karyawan di Sidoarjo 
Setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan Undang-
undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian kerja haruslah memuat hak dan 
kewajiban para pihak serta perjanjian tersebut tercantum dalam surat 
yang telah disepakati kedua belah pihak.10 Dalam perjanjian kerja yang 
dilakukan antara PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) dengan calon karyawan 
sebenarnya sudah jelas, tidak ada yang diragukan isi dalam perjanjian 
tersebut, baik waktu kerja, pemberian upah, batas waktu kerja. 
                                                          
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2010), 106.  
10 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PuStaka Percetakan Offcet, 1978),173  

































Surat perjanjian kerja antara PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) 
dengan calon karyawan tidak menyebutkan ketentuan mengenai perihal 
lain (apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian), dalam isi 
perjanjian hanya menyebutkan waktu pemberian upah, jumlah besar upah 
yang akan diberikan, potongan upah, dan pemutusan hubungan kerja jika 
pihak kedua melanggar peraturan surat perjanjian yang telah disepakati. 
Dalam isi perjanjian  tidak dijelaskan bahwa ada potongan upah jika telat 
dalam pengambilan upah pada waktu yang telah ditentukan, pihak 
perusahaan sebaiknya memenuhi hak para karyawan  dengan cara yang 
layak, memberikan upah yang pantas yang sesuai dengan apa yang 
dipekerjakan oleh karyawan. seperti yang ada didalam hadits: 
 
  م  ن   تسا  راج ًاير
 جأ   هملعيلف   هرْجأ(هاور قازرلا ىقهيباو)  
“Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu 
Upahnya (HR. ‘Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)” 
 
Perjanjian kerja merupakan perjanjian timbal balik, kedua subjek 
hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak calon karyawan kedua 
beah pihakpun tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing, di 
dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian kerja ada kemungkinan 
salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi 
perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.11 
                                                          
11 Azhary Tahir, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Fajar Inter, 2009), 64. 

































Dalam suatu perjanjian kerja apabila salah satu pihak tidak 
melaksanakan perjanjian yang meraka sepakati, berarti pihak tersebut 
telah melakukan wanprestasi. Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa 
wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak 
memenuhi prestasinya.12  
Dalam kamus hukum wanprestasi merupakan tindakan yang 
berupa kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam 
kontrak jadi wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang 
debitur tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, 
yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, hingga menimbulkan 
kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.  
 
Wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof.subekti meliputi: 
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
Sebagai contoh dalam suatu perjanjian kerja yang disepakati 
bahwa pemotongan upah sebesar 5% setiap kali waktu pemberian 
upah dan pemotongan upah jika telat dalam pengambilannya akan 
tetapi setelah penerimaan upah pemotongan upah melebihi ketentuan 
yang ada di dalam surat perjanjian. 
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang 
diperjanjikan. 
                                                          
12 Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil , (Jakarta: Pradnya Paramita, t.t), 53. 

































Dalam kasus ini walaupun pihak PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) 
telah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan upah, tetapi karena 
upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang ada dalam isi surat 
perjanjian, sudah dapat dikatakan bahwa pihak PT.SIR (Sinar 
Indonesia Raya) melakukan wanprestasi. 
Dalam kasus perjanjian kerja antara PT.SIR (Sinar Indonesia 
Raya) dengan calon karyawan, seperti yang dijelaskan diatas jelas 
bahwa PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) sudah melakukan wanprestasi 
karena, tidak memenuhi kewajibannya, yaitu memotong upah ketika 
karyawan telat mengambil upahnya, dan pemotongan upah  sesuai 
yang sudah disepakati dalam perjanjian yaitu sebesar 5% melainkan 
melebihi dari 5%. 
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 
 Akibat wanprestasi yang telah dilakukan PT. Sinar Indonesia 
Raya (SIR) yaitu tidak memenuhinya hak karyawan dalam pemberian 
upah, pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) alangkah baiknya 
melakukan upaya-upaya sebagai berikut:  
1. Pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) agar memohon maaf atas   
perselisihan yang terjadi dengan  pihak kedua dan akan 
diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan cara musyawarah 
mufakkat. 

































2. Asas ganti kerugian terkandung dalam Pasal 1243 KUH perdata 
yan bersifat imperative bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan 
ole pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi 
dalam kontrak yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang 
mempunyai hak menerima prestasi dari pihak lainnya dalam 
kontrak, menimbulkan kewajiban pihak yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk membayar 
ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang mempunyai hak 
menerima prestasi dari pihak lainnya dalam kontrak tersebut. 
Pihak pertama PT.Sinar Indonesia Raya (SIR) harus memenuhi 
kewajiban pada pihak kedua (karyawan)yaitu memberikan 
kekurangan upah karena selama karyawan menerima upah, upah 
yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati di awal 
perjanjian, dan pihak pertama tidak akan memotong upah jika 
karyawan telat dalam pengambilan upah karena pemotongan telat 
saat pengambilaan upah tidak diatur dalam isi surat perjanjian. 
3. Jika tidak terdapat kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan 
antara pihak pertama dan pihak kedua, maka kedua belah pihak 
sepakat untuk meminta bantuan kepada pihak LPPHI (Lembaga 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk mencari 
penyelesaiannya. 





































        Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas secara lebih lanjut dalam 
skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan perjanjian Kerja antara PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan 
calon karyawan yaitu para pelamar wajib memenuhi persyaratan yang sudah 
ditentukan oleh pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR), setelah pelamar kerja 
menandatangani perjanjian kerja yang ada dalam isi kontrak tersebut 
menyatakan bahwa ada pemotongan gaji sebesar 5% sebagai tanda 
terimakasih karena telah dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai 
karyawan produksi pada PT. Siantar Top, calon karyawan juga menaruh 
ijazah sebagai jaminan pekerjaan. Setelah sepakat dengan perjanjian tersebut 
karyawan langsung diberikan kartu identitas dan kartu absen, dan karyawan 
akan diberitahukan kapan  akan mulai bekerja. 
2. Jika terjadi wanprestasi antara pihak PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) dengan 
calon karyawan maka salah satu pihak yang melakukan kesalahan agar 
memohon maaf atas   perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara 
kekeluargaan dan dengan cara musyawarah mufakkat. Jika tidak terdapat 
kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan antara pihak pertama dan pihak 
kedua, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta bantuan kepada pihak 

































LPPHI (Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) untuk 
mencari penyelesaiannya. 
3. Pandangan hukum Islam mengenai perjanjian kerja antara PT. Sinar 
Indonesia Raya (SIR) dengan karyawan disidoarjo tidak sesuai dalam syarat 
sahnya ija>rah karena dalam pemberian upah terjadi ketidak jelasan yaitu 
pemotongan upah tidak sebesar 5% akan tetapi melebihi dari 5%, pihak 
perusahaan dalam pemberian upah tidak seperti yang disepakati dalam 
kontrak perjanjian sebelumnya. Upah dalam perjanjian Ija>rah harus diketahui 
dengan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan 
dikemudian hari.   
     Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerjaan. Hal ini 
merupakan kewajiban syara’ yang harus dipenuhi oleh majikan atau 
pengusaha, oleh karena itu upah yang diberikan kepada pekerja haruslah 
jelas. 
B. Saran 
Kinerja PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) memang cukup membantu para 
pengangguran yang sedang membutuhkan pekerjaan, akan tetapi sebaiknya pihak 
PT. Sinar Indonesia Raya (SIR) lebih memperhatikan hak-hak para karyawan 
yang sering kali tidak terpenuhinya upah kerja yang diberikan, dan sistem 
pelaksanaan perjanjian kerja yang sudah disepakati diawal perjanjian.  

































Hendaknya sebagai karyawan PT. Sinar Indonesia Raya (SIR)  juga harus 
lebih memperhatikan dan mmahami apa yang menjadi haknya sehingga hak 
pekerja tersebut tidak dilanggar oleh perusahaan. 
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